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 INTISARI 
Pada saat melakukan penyidikan perkara korupsi, khususnya yang berkaitan 
dengan permintaan izin tertulis dari Gubernur Bank Indonesia untuk membuka rekening 
tersangka, Kejaksaan selaku salah satu penyidik perkara korupsi diwajibkan meminta 
izin tertulis tersebut melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
Alasan penyidik diwajibkan meminta izin ke Gubernur Bank Indonesia guna 
membuka rahasia bank adalah : 
1. Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian artinya dalam melakukan 
penyidikan perkara korupsi, penyidik diharapkan tidak melakukan kesalahan-
kesalahan yang dapat menghambat proses penyidikan perkara korupsi. 
2. Pada prakteknya untuk menunggu izin pembukaan rekening tersangka dari Gubernur 
Bank Indonesia diterima penyidik sekitar 2 – 3 bulan, proses yang panjang dan lama 
ini memberikan dampak bahwa penyidikan tersebut menjadi lamban, memakan 
waktu yang lebih lama, penanganan perkara tidak segera tuntas dan dinilai 
masyarakat bahwa Kejaksaan lamban dalam menangani penyidikan perkara korupsi. 
3. Adanya  falsafah kerahasiaan bank yang harus dijunjung tinggi oleh pihak bank. 
Dampak yang muncul sehubungan izin Gubernur Bank Indonesia untuk 
memeriksa keadaan keuangan tersangka tidak turun atau turun dalam waktu lama adalah: 
1. Proses penyidikan bertambah lama. 
2. Dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyidikan perkara korupsi. 
3. Tidak menjamin kepastian hukum. 
4. Tidak ada dampak terhadap pelayanan jasa perbankan karena proses perizinan 
tersebut bersifat rahasia, tetap memelihara dan mengamankan simpanan nasabah 
lainnya yang tidak dimohonkan pembukaan rekening. 
Dengan menggunakan penelitian hukum normatif ditemukan bahwa  dalam 
praktek untuk meminta izin tertulis kepada Gubernur Bank Indonesia harus melalui 
prosedur panjang sehingga memerlukan waktu lama sehingga proses penyidikan juga 
bertambah lama. Diharapkan Bank Indonesia  berani menerobos aturan permohonan izin 
membuka kerahasiaan bank antara lain  dengan cara mendelegasikan (melimpahlan 
wewenang) pemberian izin tersebut ke Pemimpin Bank Indonesia di daerah-daerah, 
dengan membedakan jumlah besaran rekening yang akan dibuka oleh penyidik sehingga 
permohonan izin lebih cepat diterima oleh pimpinan Kejaksaan diberi kebijakan-
kebijakan kepada Tim Penyidik  dalam rangka mempercepat  perkara yang ditangani.  
 
Kata-kata kunci : Integritas kepribadian, disiplin  dan profesionalisme. 
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ABSTRACT 
On investigating corruption, specially request to Governour of Indonesian Bank’s 
permission for opening the suspect’s bank account, The Attourney General as a member 
of investigating officer have to request Governour of Indonesian Bank’s permit 
according to Act No. 31 year 1999 was changed by Act No. 20 year 2001 concerning  
Corruption Elimination dan Act No. 10 year 1998 changing on Act No. 7 year 1992 
concerning  Banking. 
The reason of investigating officer have to make Governour of Indonesian Bank’s 
permission  to open bank secrecy as followed : 
1. Apply to carefully princips, it means that for investigating corruption cases, 
investigating officer hopefully do the perfect job, so the investigating officer have not 
make distrue. 
2. On practise situation for waiting of permit opening of the suspect’s bank account 
from Governour of Indonesian Bank recieved by investigating officer on 2-3 months. 
So the long procedure have new negative impact and than the handling of corruption 
cases was not succesfully; people said that The Attourney General office was not 
seriously handling the corruption cases. 
3. From the phylocophy idea that bear mutual respect of bank secrecy. 
The impact of Governour Indoensian Bank application was realized for examinate 
of the suspect’s bank account was not down or need for long time as followed : 
1. The investigating procedure need more time. 
2. May erase the public trusting. 
3. There was no certainty of law. 
4. There was no impact of banking service because the procedure for opening the 
suspect’s bank account make confidentialy situation. 
Used the legal normative research methode found that  to request Governour of 
Indonesian Bank’s permission  through long procedures and than the investigation of 
corruption cases need more time.  Hopefully for Indonesian Bank to make new decision 
concern the procedure for opening bank secrecy by delegating authority on regional 
Indonesian Bank, so the request for opening bank secrecy from Indonesian Bank 
received by investigating officer more fast. 
 
Keywords : Personal integrity, dicipline and profesionalism. 
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